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KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun
Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten
Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas
Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh
Tengah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah
Nomor 99 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Aceh Tengah;

bahwa dengan diundangkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan
Fungsional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25
Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 99
Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah tidak
sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan
hukum sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana_ tersebut
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah;
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 _ = Tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4633);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Aceh Tengah di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6928);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 _ tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 451);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 _ tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 525);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 _ tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instasi Pemerintah
untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016
Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun
Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aech Tengah Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh
Tengah Tahun 2020 Nomor 106);

MEMUTUSKAN.......
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ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA _ DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten

Aceh Tengah yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan
Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan OPD

adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di

sebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah.
11. Bidang adalah Bidang dilingkungan Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah.
12.Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di lingkungan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Aceh Tengah.

13. Sub Bagian adalah Sub Bagian di bawah Sekretaris pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Aceh Tengah.

14.Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian di Bawah
Sekretaris.

15.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan
fungsional dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah.
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BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas .
Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal dan Kelompok
Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu masing-
masing dipimpin oleh seorang koordinator yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua
Susunan

Pasal 4

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari;

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;dan
2) Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal;
d. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu

Pintu;
e. UPTD; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 5

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
mepunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan

jangka panjang;
c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
d. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan daerah

bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
e. pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu;
f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan

kebiyakan daeerah bidang penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu;

g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga _ terkait
lainnya di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu;

h. melakukan pembinaan terhadap UPTD;
pelasanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga
terkait lainnya; dan

es .

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
mempunyai tugas memimpin dinas dalam melaksanakan urusan
pemerintahan dan pembangunan di bidang perencanaan,
pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, bidang
pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan _ informasi
penanaman modal, bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan
dan nonperizinan, bidang pengaduan, kebijakan dan pelapoan
layanan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengann
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada
Pasal 7, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:
a. pengendalian pelaksanaaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan

jangka panjang;
c. pengendalian dan pengordinasian penyusun dan perumusan

kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengembangan iklim
dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan
penanaman modal dan informasi penanaman modal,
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan _ nonperizinan,
pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan serta pelayanan
teknis dan administratif;

d.pengendalian........
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d. pengendalian dan pengordinasian pelaksanaan bimbingan
teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan daerah bidang
perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman
modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan
informasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan nonperizinan, pengaduan, kebijakan dan
pelaporan layanan serta pelayanan teknis dan administratif;

e. penyusunan maklumat pelayanan perizinan dan non perizinan
sesuai sifat, jenis dan karakteristik perizinan;

f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/ lembaga _ terkait
lainnya di bidang perencanaan, pengembangan iklim dan
promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan
penanaman modal dan informasi penanaman modal,
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan _ nonperizinan,
pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan serta pelayanan
teknis dan administratif;
melakukan pembinaan terhadap UPTD;
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh
bupati.

p0
9

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi
dan pengelolaan dan pelaksanaan ketatausahaan, keuangan,
program, pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan,
peralatan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik
negara/daerah, kepegawaian, hukum, perundang- undangan dan
evaluasi dan pelaporan pelayanan administrasi serta pembinaan
jabatan fungsional dilingkungan Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9,
Sekretaris mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang

inventaris, pengelolaan barang milik §negara/daerah,
perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, dokumentasi dan
perpustakaan;

b. pembinaan kepegawaian, organisiasi, ketatalaksanaan, hukum
dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan
masyakat;

c. mengkoordinasikan pembuatan standar pelayanan (SP) dan
pembuatan standar oprasional prosedur (SOP) pada dinas;
pengelolaan administrasi keuangan;
pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan;
pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh
kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

( Pasal 11.......
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Pasal 11

Subbagian Umum Dan _ Kepegawaian mempunyai_ tugas
melaksanakan urusan administrasi surat menyurat,
ketatausahaan, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga,
barang inventaris, pengelolaan barang miulik negara/daerah,
pengelolaan peralatan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan
kantor dan perpustakaan serta kepegawaian.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan
pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian
dan keterampilan.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu
dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan
dan kinerja organisasi.

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. ketua tim; dan
b. anggota tim.

(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal
dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit
organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian
sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan
penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai
dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari
atas analisis jabatan dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan

PARAP KOORDINASI fungsional masing-masing.
KabagOrganisasi ¢
Kabag Hukum

Pasal 15.......



Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Penanaman Modal
mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan
dan mensosialisasikan kebijakan teknis serta pelaksanaan
kegiatan fungsi penanaman modal.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Penanaman Modal
menyelenggarakan fungsi:
a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum,

rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman
modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun
wilayah.

b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan
penanaman modal lingkup daerah.

c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal
lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui
penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan
daya saing penanaman modal lingkup daerah.

d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi
penanaman modal lingkup daerah.

e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam
dan luar negeri.

f. penyusunan bahan, sarana dan _ prasarana promosi
penanaman modal.
pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal
berdasarkan sektor usaha dan wilayah.

h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan
penanaman modal, dan pendampingan hukum.

i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan _ kewajiban
perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan
kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.

j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem
informasi penanaman modal.

k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat
daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan
pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah
berdasarkan sektor usaha.

l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim,
promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan
dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi
informasi (secara_ elektronik) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu
Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan, mengembangkan
dan mensosialisasikan kebijakan teknis serta pelaksanaan
kegiatan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan
Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pelayanan operizinan berusaha_~ dan

nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi
dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan.

c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan
pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan
nonperizinan.

d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi,
pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan.

e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam
rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan.

f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha
dan nonperizinan.

g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan
perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan
berusaha dan nonperizinan.

h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan
masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada
masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha
dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VI
KELOMPOK TIM TEKNIS

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 17

(1) Pada kelompok Jabatan Fungsional yang menyelenggarakan
fungsi pelayanan terpadu satu pintu dapat dibentuk tim teknis
sesuai dengan kebutuhan pelayanan perizinan berusaha dan
nonperizinan.

(2) Tim teknis yang dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
menyiapkan rekomendasi atas penerbitan perizinan berusaha
dan nonperizinan.

(3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada _ ayat (1),
beranggotakan perangkat daerah teknis terkait yang
mempunyai_ kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan
bidangnya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 18

(1) Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Sub Bagian diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati.

(2) Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain dilingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-
undangan.

Pasal 19

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20....
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Pasal 20

Jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tertinggi pratama

eselon II.b;
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a;

dan
c. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan

eselonering IV.a.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas, sekretaris, kepala
bidang dan kepala sub bagian wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan
fungsi-masing-masing.

(2) setiap pimpinan satuan organisasi pada dinas_ wajib
melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 22

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus
menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh
unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 23

(1) Kepala Dinas menyusun proses bisnis yang menyelenggarakan
tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi
di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

(2) Proses bisnis unit organsasi di lingkungan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan Bupati.

Pasal 24

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara berkala atau sewaktu-waktu
sesuai kebutuhan.

Pasal 25
(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin

dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan
dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung
jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

O Pasal 26......



PARAF KOORDINASI

Kabag Hukum

Pasal 26

(1)Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya

karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk
Sekretaris atau Pejabat Fungsional untuk mewakili Kepala Dinas .

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena

berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Kepala Subbagian
atau Pejabat Fungsional untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya
karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang
pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas
Kepala Subbagian.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili
pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada _ ketentuan
mengenai tata naskah dinas.

Pasal 28

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing
pejabat di lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan-
kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas
dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten
Aceh Tengah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

(1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional
melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang
tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah
untuk Penyederhanaan Birokrasi.

(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati
Aceh Tengah Nomor 99 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Funsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah
(Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 Nomor 964), tetap
menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan
dilantikan pejabat berdasarkan peraturan bupati ini.

" BAB AL... ssc



BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

(1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja serta peta jabatan
pemangku jabatan dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan oleh Bupati.

(2) Kelas jabatan, nilai jabatan, dan pemangku jabatan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan oleh
bupati;

(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur dengan
Peraturan Bupati.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Aceh
Tengah Nomor 99 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Funsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah
(Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 Nomor 964), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal |2 Maret 2025

PATI ACEH TENGAH WW

fur YOGA

Diundangkan di Takengon
pada tanggal {7 Maret 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH
BUPATEN ACEH TENGAH,

_—

MURSYID

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2025 NOMOR : LLoc



VDOA 
I'TIVH 

|
uUeeulqiieg 

SUBD 
SLL

HVONGL 
HOOV 

ILVd

qid
n

opueuloy
sien:: 

uesuUeIZ}9y

q

;
 A OS A 

|
 

2
ee 

i 
pe 

| 
| OB 

|
QLINId 

OLVS 
AdVdaaL 

‘ 
IvcOon

NVNVAV'Tad 
ISNVLS@ns 

|
 

NVNVNVNG@d 
ISNV.LSans

‘TWNOISONNDA 
NVLVEVE 

M 
‘IVNOISONDA 

NVLVave

HOdWOTHH 
Nvd 

TVNOISONDA 
|

 
MOdWOTIX 

NVC 
TYNOISONDA

NVLvaver 
YOLVNIGHOON 

|
 

NVLVadve 
YOLVNIGHOON

ie
'

J

|
 neem 

Sl 
amare 

earn 
|

'|'|||

NVIVMvOmdaH 
|

NVd 
WOWN 

NvIOvE 
ans 

'

|

|

'|'

5 
is 

ee 
eens 

oe)

—
" 

Cc 
‘IVNOISONAS 

NVLVEVE 
HOAWOTEN

SVNIG 
VIvdan

r—
 

—

yesuay 
yooy 

usyednqey 
muig 

neg 
npediay, 

ueuvdelag 
uep 

Pepo;= 
UeureueUdg 

seUIq
ISUSTUBSIO 

InjyNNS 
ueseg

HVONGL 
HAOV 

NALVdN 
V

y
 O.LNId 

N.LVS

Ndvddal 
NVNVAVTdd 

NVC 
TVGOW 

NVINVNVN@d

SVNIC 
VfNGN 

VIVE 
NVG 

ISONNY 
‘SsVONL

‘ISVSINVDNO 
NYNOSNS 

‘NVYNGNdGNGay 
ONVINAL

SZ0@ 
NOHVL 

LT NOWON
HVONGL 

HAOV 
LLVdNd 

NVAN.LVaad


